
 

 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.1787, 2016 ANRI. Penyusutan Arsip. Pedoman. Pencabutan.  
 

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 37 TAHUN 2016 

TENTANG  

PEDOMAN PENYUSUTAN ARSIP 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 

  

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, 

perlu menetapan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik 

Indonesia tentang Pedoman Penyusutan Arsip; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5071); 

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik indonesia Nomor 5286); 

  3. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 

Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan tata Kerja 

Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1578); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK 

INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENYUSUTAN ARSIP. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan: 

1. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah 

arsip dengan cara pemindahan Arsip Inaktif dari unit 

pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang 

tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis 

kepada lembaga kearsipan.  

2. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam 

berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan 

diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, 

lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, 

organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam 

pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara.  

3. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.  

4. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara 

langsung dalam kegiatan Pencipta Arsip dan disimpan 

selama jangka waktu tertentu.  

5. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya 

tinggi dan/atau terus menerus.  

6. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya 

telah menurun.  

7. Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan 

persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional 

Pencipta Arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak 

tergantikan apabila rusak atau hilang.  

8. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh Pencipta 

Arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis 

retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2016, No.1787 -3- 

diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung 

oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau 

lembaga kearsipan.  

9. Pencipta Arsip adalah lembaga negara, pemerintahan 

daerah, perguruan tinggi, perusahaan, organisasi politik 

dan organisasi kemasyarakatan. 

10. Lembaga Kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, 

tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip 

statis dan pembinaan kearsipan.  

11. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip 

yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah 

semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan 

arsip di lingkungannya.  

12. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip 

yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam 

penyelenggaraan kearsipan.  

13. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA 

adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka 

waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan 

keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan 

suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau 

dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman 

penyusutan dan penyelamatan arsip.  

 

Pasal 2 

Pedoman Penyusutan Arsip merupakan acuan bagi Pencipta 

Arsip dalam melaksanakan kegiatan Penyusutan Arsip. 

 

Pasal 3 

Penyusutan Arsip meliputi kegiatan: 

a. pemindahan Arsip Inaktif dari Unit Pengolah ke Unit 

Kearsipan;  

b. pemusnahan arsip yang telah habis retensinya dan tidak 

memiliki nilai guna dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

c. penyerahan Arsip Statis oleh Pencipta Arsip kepada 

Lembaga Kearsipan. 
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Pasal 4 

Penyusutan Arsip dilakukan oleh Pencipta Arsip berdasarkan 

JRA. 

 

BAB II 

PEMINDAHAN ARSIP 

 

Pasal 5 

(1) Pemindahan Arsip Inaktif dilaksanakan dengan 

memperhatikan bentuk dan media arsip.  

(2) Pemindahan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:  

a. penyeleksian Arsip Inaktif;  

b. pembuatan daftar Arsip Inaktif yang akan 

dipindahkan; dan 

c. penataan Arsip Inaktif yang akan dipindahkan. 

 

Pasal 6 

(1) Pelaksanaan kegiatan pemindahan Arsip Inaktif 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan sesuai 

dengan prosedur pemindahan Arsip Inaktif. 

(2) Ketentuan mengenai prosedur pemindahan Arsip Inaktif 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Kepala ini. 

 

BAB III 

PEMUSNAHAN ARSIP 

 

Pasal 7 

(1) Pemusnahan arsip menjadi tanggung jawab pimpinan 

Pencipta Arsip.  

(2) Pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan terhadap arsip:  

a. tidak memiliki nilai guna;  

b. telah habis retensinya dan berketerangan 

dimusnahkan berdasarkan JRA;  
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c. tidak ada peraturan perundang-undangan yang 

melarang; dan  

d. tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu 

perkara.  

(3) Dalam hal arsip belum memenuhi semua ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), retensinya 

ditentukan kembali oleh pimpinan Pencipta Arsip.  

 

Pasal 8 

Prosedur pemusnahan arsip berlaku ketentuan sebagai 

berikut:  

a. pembentukan panitia penilai arsip;  

b. penyeleksian arsip;  

c. pembuatan daftar arsip usul musnah oleh Arsiparis di 

unit kearsipan;  

d. penilaian oleh panitia penilai arsip;  

e. permintaan persetujuan dari pimpinan Pencipta Arsip;  

f. penetapan arsip yang akan dimusnahkan; dan  

g. pelaksanaaan pemusnahan. 

 

Pasal 9 

(1) Pelaksanaan kegiatan pemusnahan arsip sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan sesuai dengan 

prosedur pemusnahan arsip. 

(2) Ketentuan mengenai teknik pemusnahan arsip 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Kepala ini. 

 

BAB IV 

PENYERAHAN ARSIP STATIS 

 

Pasal 10 

Penyerahan Arsip Statis oleh Pencipta Arsip kepada Lembaga 

Kearsipan dilakukan terhadap arsip yang:  

a. memiliki nilai guna kesejarahan;  

b. telah habis retensinya; dan/atau  
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c. berketerangan dipermanenkan sesuai JRA Pencipta 

Arsip.  

 

Pasal 11 

Prosedur penyerahan Arsip Statis dilaksanakan sebagai 

berikut:  

a. penyeleksian dan pembuatan daftar arsip usul serah oleh 

Arsiparis di unit kearsipan;  

b. penilaian oleh panitia penilai arsip terhadap arsip usul 

serah;  

c. pemberitahuan akan menyerahkan Arsip Statis oleh 

pimpinan Pencipta Arsip kepada kepala Lembaga 

Kearsipan sesuai wilayah kewenangannya disertai dengan 

pernyataan dari pimpinan Pencipta Arsip bahwa arsip 

yang diserahkan autentik, terpercaya, utuh, dan dapat 

digunakan; dan 

d. verifikasi dan persetujuan dari kepala Lembaga 

Kearsipan sesuai wilayah kewenangannya.  

e. penetapan arsip yang akan diserahkan oleh pimpinan 

Pencipta Arsip; dan  

f. pelaksanaaan serah terima Arsip Statis oleh pimpinan 

Pencipta Arsip kepada kepala Lembaga Kearsipan dengan 

disertai berita acara dan daftar arsip yang akan 

diserahkan.  

 

Pasal 12 

(1) Pelaksanaan kegiatan penyerahan Arsip Statis 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan sesuai 

dengan prosedur penyerahan Arsip Statis. 

(2) Ketentuan mengenai prosedur penyerahan Arsip Statis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Kepala ini.  
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BAB V 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

 

Pasal 13 

Pedoman Penyusutan Arsip yang diatur dalam Peraturan 

Kepala ini berlaku secara mutatis mutandis bagi kegiatan 

penyusutan arsip yang dilakukan oleh perusahaan swasta, 

perguruan tinggi swasta dan organisasi kemasyarakatan yang 

tidak dibiayai oleh anggaran negara berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 14 

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku: 

a. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 

Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyerahan Arsip bagi 

Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan 

Perseorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 236); dan 

b. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 

Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemusnahan 

Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 244), 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  

 

Pasal 15 

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita 

Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 21 November 2016 Desember 2016 

 

 KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 

         

        ttd 

 

       MUSTARI IRAWAN 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 24 November 2016 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

  

  ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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